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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah 
negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam 
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Negara Indonesia menjamin setiap warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya, 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen 
keempat. Dengan demikian sudah menjadi hal wajar jika penegakan keadilan 
berdasarkan hukum dilaksanakan oleh dan terhadap setiap warga negara, 
penyelengara negara, lembaga masyarakat, termasuk kalangan militer. 
Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga prajurit TNI adalah 
warga negara  yang memenuhi persyaratan  yang ditentukan dalam perundang-
undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri 
dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum Tentara Nasional 
Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
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Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan 
khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh 
anggota TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara 
di bidang penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan 
diberlakukan hukum militer.  
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Mabes TNI Badan Pembina Hukum,  Pasal 21 Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006. 
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Kata militer berasal dari kata “miles” dari bahasa Yunani yang berarti 
Orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang yang sudah 
terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang 
mengancam suatu keutuhan wilayah atau negara.
2
 Setiap anggota militer 
tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu 
memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai 
atau merusak nama baik institusi kemiliteran.   
Dibentuknya lembaga Peradilan militer tidak lain adalah untuk 
menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah 
satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Sehingga 
dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, professional, dan taat hukum 
karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa 
dan negara. Dalam hal beracara di peradilan militer diatur dengan ketentuan 
khusus, yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya 
disingkat UU Peradilan Militer). 
Dalam penerapannya, Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil 
dan hukum acara pidana militer sebagai hukum formil. Setiap perbuatan yang 
merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan 
oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka 
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berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui 
Pengadilan Militer.
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Narkotika atau obat-obatan terlarang pada saat ini merupakan barang 
yang tidak dilegalkan oleh pemerintah untuk diedarkan secara bebas apalagi 
sampai disalahgunakan dengan berbagai alasan. Karena di samping merusak 
kesehatan secara pribadi juga dapat menimbulkan kerusakan tatanan 
lingkungan keluarga dan masyarakat. 
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba)  di 
Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah 
mencapai masalah keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah 
nasional serta bahkan disebut extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang 
harus ditanggulangi secara luar biasa dalam hal ini khususnya oleh aparat 
penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat pada umumnya.  
Pada kenyataannya korban penyalahgunaan narkoba telah meluas 
sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis 
kelamin. Merambah tidak hanya pada masyarakat sipil tetapi sampai pada 
kalangan anggota militer, yang akibatnya sangat merugikan perorangan, 
masyarakat, negara, dan khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika 
di kalangan anggota militer menjadi masalah yang serius di tubuh institusi 
TNI dan mendapat perhatian oleh pejabat tinggi TNI. Tindakan 
penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota militer yang sempat menyita 
perhatian publik yaitu kasus tahun 2016 yang terjadi pada institusi TNI-AD 
ketika Dandim (1408/BS) Makassar Kolonel Inf Jefry Oktavian Rotty 
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ditangkap Personel Polisi Militer dari satuan Denpom VII/6 saat menggelar 
pesta Nakoba di Hotel D’Maleo Makassar.
4
 Seharusnya seorang yang 
menjabat Komandan Satuan seperti Dandim tersebut memberi contoh yang 
baik serta dapat menjadi suri tauladan terhadap anak buahnya dan tidak 
melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana kejadian pada 
contoh kasus di atas. Kejadian kasus tersebut mencoreng nama baik institusi 
TNI di mata masyarakat. Selain kasus tersebut juga masih ada banyak lagi 
anggota TNI yang tertangkap akibat dari penyalahgunaan narkotika. 
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TINDAK 
PIDANA NARKOTIKA DI LINGKUNGAN MILITER”. 
 
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah  
Pada penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar dapat 
lebih fokus dan terarah pada pokok permasalahan. Penelitian ini akan dibatasi 
pada proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di lingkungan militer. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana narkotika di lingkungan 
militer? 
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak 
pidana narkotika di lingkungan militer? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Suatu kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki tujuan dan manfaat 
yang hendak dicapai secara jelas demikian juga dengan penelitian. Tujuan dan 
manfaat penelitian sangat diperlukan karena terkait dengan masalah, 
perumusan dan judul dari penelitian ini. Maka tujuan dan manfaat dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana narkotika di 
lingkungan militer. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 
hukum tindak pidana narkotika di lingkungan militer. 
2. Manfaat Penelitian  
Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat 
baik secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu: 
a. Manfaat teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu 
hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana militer pada 
khususnya. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan 
pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau 
bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk 
melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.  
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b. Manfaat Praktis 
1) Dapat memperluas pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum, 
khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkotika di 
lingkungan militer. 
2) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi serta 
sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka dibuat suatu 
gambaran kerangka pemikiran penegakan hukum tindak pidana narkotika di 
lingkungan militer melalui skema, yakni sebagai berikut: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prajurit 
TNI 
Melangggar Tindak 
Pidana Narkotika 
Melakakukan Proses 
a. Atasan yang berhak 
menghukum (Ankum) 
b. Perwira Penyerah Perkara 
(Papera) 
c. Polisi Militer 
d. Oditur Militer 
e. Hakim Militer 
Penegakan 
Hukum 
a. KUHP 
b. KUHPM 
c. Undang-undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 
d. Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer 
Tujuan Pemidanaan: 
a. Keadilan 
b. Ketertiban Hukum 
c. Kepastian Hukum 
d. Membuat Jera 
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Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai 
terjemahan dari istilah bahwa belanda “Straafbaar Feit” yaitu tindakan pada 
tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan 
diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung 
jawab).
5
 Pengertian tentang kejahatan diantaranya berasal dari kata jahat, 
artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan 
terhadap tabiat dan kelakuan orang. Secara khusus, tindak pidana yang 
dilakukan oleh subyek militer terdiri dari dua jenis. Pertama, Tindak Pidana 
Militer Murni (Zuiver Militaire Delict) yang diartikan sebagai suatu tindak 
pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus 
untuk militer, contohnya Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM), dan 
tindak pidana Insubordinasi Pasal 105-109 KUHPM.
6
 Kedua, Tindak Pidana 
Campuran (Germengde Militaire Delict) yaitu suatu perbuatan yang dilarang 
pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan yang lain, 
sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan 
itu dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai prajurit militer. Oleh karena 
itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, 
disesuaikan dengan keadaan yang khas militer. Contohnya: pencurian 
perlengkapan militer (Pasal 140-143 KUHPM), dan penadahan militer (Pasal 
145-146 KUHPM). 
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Selanjutnya mengenai penegak hukum pidana, Bambang Poernomo 
berpendapat, bahwa betapapun tentramnya masyarakat, dapat dipastikan akan 
ditemukan gangguan ketentraman sosial dengan reaksi yang perlu ancaman 
paksaan. Manakala ancaman terus menerus diadakan secara formal yang 
lazimnya menjadi bentuk sanksi yang bersifat positif maupun negatif.
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Bekerjanya fungsi hukum sebagai pengendali sosial (social control) dapat 
ditingkatkan dari hasil-hasil konkrit berupa pemenuhan kebutuhan hidup 
sebanyak-banyaknya pada pola kebijakan tertentu, dan semakin diperluas pada 
aspek-aspek operasional sebagai pengarah terhadap berbagai pertumbuhan 
kehidupan sosial (The Operational Sociology of Law) yang selaras satu sama 
lain. Di dalam masyarakat yang maju dan kebutuhan hidupnya yang semakin 
komplek, maka fungsi hukum dari aspek operasionalnya menjadi sarana 
(Instruments) untuk mengarahkan pengaturan masyarakat (Social 
Engineering) atau hidup bermasyarakat (Social Technology). Demikian halnya 
hukum harus dijadikan panglima di suatu negara, guna mencapai ketertiban 
sosial dan keadilan sosial.
8
      
Adapun kewenangan dari Pengadilan Militer untuk mengadili perkara 
tindak pidana Narkotika yang terdakwanya anggota militer, terdapat di dalam 
Pasal 9 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 1997 yakni: 
Mengadili tindak pidana  yang dilakukan oleh seseorang yang 
melakukan tindak pidana adalah:  
a. Prajurit; 
b. Yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan prajurit; 
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c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang 
dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-
undang; 
d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan 
huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri 
Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan 
peradilan militer. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui 
penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang 
dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat 
diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian 
merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, 
dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 
gejala hukum, dengan jalan menganalisanya.
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1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengidentifikasi 
dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan 
fungsional. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara 
langsung terhadap masalah baik dari perspekstif perundang-undangan 
maupun praktik di masyarakat. 
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2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu 
jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang 
dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang 
terdapat kehidupan sosial secara mendalam. Dalam pelaksanaan, 
pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data yang 
dianggap representatif secara operasional.
10
 Dalam penelitian ini akan 
mendeskripsikan tentang bagaimana penegakan hukum militer di 
Indonesia khususnya kepada penegak hukum yang berada di wilayah 
hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun dan prosedur yang dilakukan 
dalam penegakan hukum terhadap Anggota Militer. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum DENPOM V/1 Madiun 
dan Pengadilan Militer III-13 Madiun. Adapun pertimbangan dipilihnya 
wilayah tersebut karena adanya kasus tindak pidana narkotika yang 
dilakukan oleh Anggota TNI di wilayah hukum pengadilan Militer III-13 
Madiun. 
4. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara 
lansung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam 
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penelitian ini diperoleh penulis langsung dari DENPOM V/1 Madiun 
dan Pengadilan Militer III-13 Madiun. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
11
 Beberapa 
bahan-bahan yang relevan yaitu: 
1) Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan peraturan 
perundang-perundangan meliputi: 
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); 
c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 
d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer: 
e) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum 
Disiplin Militer (KUHDM); 
f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4169); 
g) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia; 
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h) Kepmenkes RI No 194 Tahun 2012 tentang Penunjukan 
Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, 
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
i) Peraturan Disiplin Tentara (PDT); dan 
j) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan institusi militer. 
2) Bahan hukum sekunder 
Data yang meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum 
primer, seperti buku-buku teks, artikel-artikel yang terkait 
narkotika dan militer dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal 
hukum. 
3) Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.
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5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 
oleh penulis seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut : 
a. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan
13
 yaitu pengumpulan data dengan jalan 
mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil 
penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan 
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landasan dalam penelitian. Dengan cara mencari, mengumpulkan, 
mencatat, mempelajari, dan mengutip bahan dari buku, makalah, 
artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 
bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan 
suatu proses interaksi dan komunikasi.
14
 Pewawancara memberikan 
pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai yang kemudian jawaban 
dari hasil pertanyaan dijadikan sebagai data hasil penelitian. Adapun 
tempat wawancara pada penelitian ini adalah DENPOM V/1  dan 
Pengadilan Militer III-13 Madiun. 
6. Metode Analisis Data 
Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis secara 
kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan 
antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan serta 
menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer dan sekunder yang telah 
diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. 
Adapun dalam pengambilan kesimpulan dalam penulisan ini 
memakai metode induktif. Metode analisis induktif merupakan metode 
penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat khusus ke umum, 
seperti halnya suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat ditarik ke 
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dalam suatu peraturan perundang-undangan.
15
 Jadi akan ditarik suatu 
kesimpulan, apakah proses penegakan yang dilakukan sudah sesuai dengan 
undang-undang atau belum. 
 
F. Sistematika Skripsi 
Untuk mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, 
serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis dalam menyusun 
sistematika skripsi ini dengan penulisan sebagai berikut: 
Bab pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, 
pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab tinjauan pustaka yang menguraikan kajian teori mengenai: 
tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum hukum pidana, 
tinjauan tentang tindak pidana narkotika, tinjauan umum tentang hukum 
militer dan, tinjauan umum tentang peradilan militer. 
Bab tentang hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam penulisan 
hukum ini menjelaskan dan menjabarkan deskripsi objek penelitian, 
penegakan hukum tindak pidana narkotika di lingkungan militer, dan apa 
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana narkotika di 
lingkungan militer. 
Bab penutup, berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, 
serta berisi tentang saran sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini. 
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